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ABSTRACT 

This research aims to examine the compliance of prize-winning SMS programs with Sharia principles from an 

Islamic legal perspective. In the rapidly developing digital era, promotions through prize-winning SMS have 

become a popular strategy among telecommunications companies. However, it is crucial to ensure that these 

programs do not violate Sharia principles such as the prohibitions against riba (usury), gharar (uncertainty), and 

maysir (gambling). This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method, gathering 

primary data through in-depth interviews and questionnaires, as well as secondary data from relevant literature 

and documents.The results of the study indicate that although there are efforts by telecommunications companies 

to comply with Sharia principles, there are still some obstacles such as unclear costs and non-transparent drawing 

mechanisms. Muslim consumer perceptions of prize-winning SMS programs tend to be skeptical due to the lack 

of transparency and perceived unfairness in these programs. Fatwas and guidelines from scholars, as well as 

regulations in several Muslim countries, emphasize the importance of transparency, fairness, and the absence of 

maysir elements in any promotional program. This research suggests improving transparency, implementing 

Sharia audits, educating consumers, and developing stricter regulations to ensure the compliance of prize-winning 

SMS programs with Sharia principles. With these measures, prize-winning SMS programs can be conducted more 

fairly and transparently, enhancing the trust and satisfaction of Muslim consumers. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian program SMS berhadiah dengan prinsip-prinsip syariah dalam 

perspektif ekonomi Islam. Dalam era digital yang semakin berkembang, promosi melalui SMS berhadiah menjadi 

strategi yang populer di kalangan perusahaan telekomunikasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa program 

tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, mengumpulkan data primer melalui 

wawancara mendalam dan kuesioner, serta data sekunder dari literatur dan dokumen terkait. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari perusahaan telekomunikasi untuk mematuhi prinsip-prinsip 

syariah, masih terdapat beberapa kendala seperti ketidakjelasan biaya dan mekanisme pengundian yang tidak 

transparan. Persepsi konsumen Muslim terhadap program SMS berhadiah cenderung skeptis akibat kurangnya 

transparansi dan ketidakadilan yang dirasakan dalam program tersebut. Fatwa dan panduan ulama, serta regulasi 

yang ada di beberapa negara Muslim, menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan tidak adanya unsur 

maysir dalam setiap program promosi.Penelitian ini menyarankan peningkatan transparansi, implementasi audit 

syariah, edukasi konsumen, dan pengembangan regulasi yang lebih tegas untuk memastikan kesesuaian program 

SMS berhadiah dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan langkah-langkah ini, program SMS berhadiah dapat 

dijalankan dengan lebih adil dan transparan, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen Muslim. 

 

Kata Kunci : Ekonomi, Islam, Berhadiah, Prinsip, Syariah 

  

PENDAHULUAN  

Dalam era digital yang semakin berkembang, promosi dan pemasaran melalui pesan 

singkat (SMS) telah menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menjangkau konsumen. 

Salah satu bentuk promosi yang populer adalah SMS berhadiah, di mana konsumen dapat 

memenangkan hadiah dengan cara mengikuti instruksi yang diberikan melalui SMS. Meskipun 

strategi ini terbukti efektif dalam menarik minat konsumen, terdapat beberapa permasalahan 

yang perlu diperhatikan dari perspektif hukum Islam. 

Islam memiliki prinsip-prinsip syariah yang mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk 

dalam hal transaksi dan promosi. Prinsip-prinsip ini menekankan keadilan, transparansi, dan 

larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Oleh 
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karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah mekanisme SMS berhadiah sesuai dengan 

prinsip-prinsip tersebut. 

Pada kenyataannya, banyak program SMS berhadiah yang dapat mengandung unsur-

unsur yang bertentangan dengan syariah, seperti adanya unsur ketidakpastian dalam mekanisme 

penentuan pemenang, serta potensi adanya riba dalam bentuk biaya tambahan yang dibebankan 

kepada peserta. Selain itu, seringkali ditemukan bahwa informasi yang diberikan kepada 

konsumen tidak transparan, sehingga menimbulkan ketidak jelasan dan potensi penipuan. 

Penelitian ini berfokus pada kajian hukum Islam mengenai kesesuaian program SMS 

berhadiah dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menganalisis program SMS berhadiah 

melalui perspektif hukum Islam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat menjadikan 

promosi tersebut sesuai dengan syariah, serta memberikan panduan bagi pelaku bisnis dalam 

menyusun strategi pemasaran yang etis dan sesuai dengan hukum Islam. 

Kajian ini menjadi penting karena semakin banyaknya perusahaan yang menggunakan 

SMS berhadiah sebagai alat promosi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim 

terhadap pentingnya memastikan bahwa setiap transaksi yang mereka lakukan sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan regulasi dan pedoman praktis yang dapat membantu perusahaan telekomunikasi 

dan bisnis lainnya dalam mengimplementasikan program SMS berhadiah yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen 

Muslim.  

  

LITERATUR REVIEW  

SMS berhadiah adalah salah satu strategi promosi yang digunakan oleh perusahaan 

untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan partisipasi dalam produk atau layanan 

mereka. Bentuk promosi ini biasanya melibatkan pengiriman pesan singkat (SMS) kepada 

konsumen yang memberikan mereka kesempatan untuk memenangkan hadiah tertentu setelah 

mengikuti instruksi yang terdapat dalam pesan tersebut.  

Hadiah dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil perlombaan, prestasi 

akademik, atau bonus dari pedagang kepada pembeli atas keuntungan yang besar. Hadiah dari 

perlombaan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, seperti lomba pacuan kuda dan lomba 

memanah. Dalam perlombaan, hadiah diperbolehkan asalkan berasal dari pihak-pihak tertentu 

seperti imam atau pemerintah, atau dari salah satu peserta lomba dengan syarat bahwa jika ia 

menang, ia tidak perlu membayar kepada lawannya, tetapi jika lawannya menang, ia akan 

memberikan hadiah yang telah ditentukan (Ibrahim Hosen,1987).  

Namun, jika hadiah berasal dari kedua belah pihak peserta, hal ini tidak diperbolehkan 

oleh agama karena termasuk judi. Misalnya, jika seseorang berkata, "Jika kamu menang, kamu 

yang akan membayar," maka cara ini tidak sah dalam agama karena dianggap sebagai judi. 

Kecuali, jika ada pihak ketiga yang menghalalkan dengan syarat pihak ketiga tersebut tidak 

diyakini pasti akan menang karena faktor besar atau kuatnya (Ibrahim Hosen, 1987). 

 

SMS Berhadiah dalam Perspektif Syariah 

Dalam konteks hukum Islam, program SMS berhadiah harus dirancang dan dijalankan 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, larangan riba, larangan gharar, dan larangan 

maisyir: 

 

Larangan Riba (Bunga) 

Program tidak boleh mengenakan bunga atau biaya tambahan yang eksploitatif. 

Larangan riba adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum ekonomi Islam. Riba, dalam 

bahasa Arab, berarti "tambahan" atau "peningkatan," dan secara terminologis mengacu pada 

setiap bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa usaha atau risiko yang sah, terutama dalam 
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konteks pinjaman atau transaksi keuangan. Larangan riba didasarkan pada ajaran Al-Quran dan 

Hadis, serta didukung oleh konsensus para ulama. 

 

Larangan Gharar (Ketidakpastian) 

Informasi mengenai syarat dan ketentuan serta mekanisme pengundian harus 

disampaikan dengan jelas untuk menghindari ketidakpastian. Larangan gharar merupakan salah 

satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menghindari ketidakpastian, 

penipuan, dan spekulasi berlebihan dalam transaksi keuangan dan bisnis. Gharar, dalam bahasa 

Arab, berarti "ketidakpastian" atau "ketidakjelasan," dan dalam konteks ekonomi Islam, ini 

merujuk pada setiap transaksi yang mengandung elemen ketidakpastian atau ambiguitas yang 

dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan.  

Larangan terhadap gharar didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad 

SAW. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan gharar secara eksplisit, prinsip-prinsip umum 

keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi jelas tercermin dalam banyak 

ayat. Secara keseluruhan, larangan gharar adalah prinsip penting dalam ekonomi Islam yang 

bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan bebas dari spekulasi 

berlebihan serta penipuan. Dengan mematuhi larangan ini, transaksi ekonomi menjadi lebih 

stabil, dapat diandalkan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

 

Larangan Maysir (Perjudian) 

Program tidak boleh menyerupai perjudian, di mana peserta membayar untuk 

berpartisipasi dengan harapan menang yang bersifat spekulatif. Akar kata al-Maysir adalah 

yasara - yang berarti keharusan; yusr - yang berarti mudah; yasar - yang berarti kayu dan yasr 

yang berarti membagi-bagikan daging Unta (Ahmad Warson, 1698). Dalam kitab terjemah Fat-

hul Qorib, disebutkan bahwa dalam masyarakat sering terjadi perlombaan atau balapan, seperti 

balapan sapi, adu ayam jago, dan lomba menubrukkan kambing. Islam secara tegas menyatakan 

bahwa perlombaan atau balapan semacam ini tidak sah, baik dengan taruhan uang maupun tukar 

menukar barang. Beberapa ulama berpendapat bahwa perlombaan atau balapan seperti itu 

hukumnya haram karena dianggap setara dengan perjudian (Imron, 1983). 

Perjudian pada dasarnya adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh 

untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar 

dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhanakan memberikan taruhannya kepada si 

pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.Oleh karena 

itu, perbuatan judi dapat dilihat dari banyak tempat dan dimodifikasi dalam berbagai 

bentuk.(Jaih Mubarok, 2005) 

Meski pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 

norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah 

dalam surat Al-Maidah: 90 

 

يْطٓ  نْ عَمَلِ الشَّ اَ الْْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْْنَْصَابُ وَالَْْزْلَْمُ رجِْسٌ مِّ يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ واْا انََّّ نِ فاَجْتنَِبُ وْهُ لَعَلَّكُمْ يٰآ  
 تُ فْلِحُوْنَ 

 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, 

(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah 

perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-

perbuatan) itu agar kamu beruntung.” 
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Dalam ayat ini menerangkan minuman yang terlarang dan yang berkaitan dengan itu 

seperti judi, berkurban untuk berhala-berhala, panah-panah yang digunakan mengundi nasib, 

adalah kekejian dari aneka kekejian yang termasuk perbuatan syetan.(Jaih Mubarok, n.d.)  

Prof. K.H. Ibrahim Hosen menafsirkan, mengeluarkan uang dalam taruhan bisa 

dibenarkan dalam tiga hal yaitu:  

1. Dimana hadiah disediakan oleh pemerintah atau pihak ketiga.  

2. Hanya satu pihak yang bertaruh 

3. Wasit terlibat untuk menghindari berhadap-hadapan yang merupakan judi. 

 

H.S Muchlis menerima kesimpulan dari Prof. K.H. Ibrahim Hosen bahwa alasannya 

kurang memuaskan, termasuk contoh dari beberapa kasusnya. Menurut H.S. Muchlis, bahwa 

judi tidak harus ada unsur berhadap-hadapan” para pelakunya sebab misalnya Jackpot (mesin 

judi) tidak akan pernah berhadap hadapan dengan pemiliknya (Bandar) yang sebenarnya (Qadir 

Hasan, 2004). Menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk 

dinamakan judi: 

1. Harus ada dua pihak – yang terdiri dari satu orang atau lebih –yang bertaruh yang menang 

(penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) di bayar oleh yang kalah menurut perjanjian 

dan rumusan tertentu.  

2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar 

kekuasaan, di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.  

 

Dalam hal ini A. Hasan berkesimpulan bahwa mengadakan Lotre dan membeli lotre 

adalah haram Menerima atau meminta bagian dari uang lotre itu perlu atau mesti (wajib), karena 

kalau tidak diambil, uang itu akan mengalir ke pihak lain yang merusak umat Islam (Jaih 

Mubarok, 2005). 

Hosen berpendapat bahwa Porkas bisa dibenarkan dalam fiqih. Ia mendefinisikan judi 

sebagai permainan yang melibatkan unsur pertaruhan antara dua orang atau lebih yang 

berlawanan secara langsung. Otoritasnya berasal dari surat Al-Maidah ayat 90, yang berbunyi 

"Jauhilah perbuatan-perbuatan itu..." dan ditafsirkannya sebagai larangan dalam konteks 

berhadap-hadapan (Hasan,1988). 

Dengan memahami elemen-elemen ini dan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, 

perusahaan dapat merancang program SMS berhadiah yang efektif, etis, dan sesuai dengan 

hukum Islam. Islam memperbolehkan memberi hadiah kepada sesama dengan tujuan 

menumbuhkan kecintaan, mempererat persahabatan, dan menyebarkan kasih sayang, 

pergaulan, serta penghargaan di antara manusia. Bentuk kata dasar dari "hadiah" dalam bahasa 

Arab adalah "hadyah". Ungkapan "Aku memberikan hadiah kepadanya" berarti mengirimkan 

hadiah untuk memuliakannya. Contoh lain, "Aku memberikan hadiah kepada seseorang" juga 

berarti mengirimkan hadiah sebagai bentuk penghormatan. Dikatakan pula "pengantin wanita 

itu mempersembahkan hadiah kepada suaminya" dan "seseorang mengirimkan hadiah kepada 

yang lain." Makna serupa juga terdapat dalam ungkapan "seseorang memberi hadiah kepada 

manusia" yang berarti ia sering memberikan hadiah. 

Hadiah adalah suatu benda yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk 

menumbuhkan kasih sayang dan mendapatkan pahala, tanpa adanya permintaan imbalan atau 

syarat tertentu. 

Beberapa ulama menganggap hadiah sebagai bentuk kebaikan yang memiliki makna 

serupa dengan hibah dan shadaqah sukarela. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki mendefinisikan 

pemberian sebagai hadiah, bukan shadaqah. Dalam konteks hibah, yang menjadi perhatian 

adalah niat penerima, sedangkan dalam shadaqah, yang penting adalah mencari keridhaan Allah 

SWT. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hibah adalah istilah umum yang mencakup hadiah, 
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shadaqah, dan pemberian, apabila tujuannya adalah untuk memuliakan penerima dan 

mendapatkan pahala di akhirat.  

Hibah memiliki makna khusus ketika tidak bertujuan untuk mendapatkan pahala atau 

memuliakan penerima, dan untuk makna ini diperlukan adanya ijab dan qabul. Namun, untuk 

makna hibah yang pertama, ijab dan qabul tidak diperlukan (Muhammad Abdullah). Secara 

bahasa hadiah dikatakan: “Aku memberikan hadiah kepadanya “.Dan makna ini adalah saling 

memberi hadiah. Kata "memberi hadiah" dapat dijamakkan menjadi "memberi hadiah-hadiah.". 

Ini adalah bahasa dari penduduk Madinah. Akan tetapi ini jarang digunakan, seperti yang 

dikatakan Ibnu Sayyidah dan dari bahasa kabilah Tsa’lab (Islam, 2017). 

Menurut Mazhab Hambali, hadiah, hibah, shadaqah, dan pemberian memiliki makna 

yang sama, yaitu memberikan kepemilikan kepada orang lain saat masih hidup tanpa meminta 

imbalan. Perbedaannya terletak pada niat. Jika tujuannya untuk mendapatkan pahala di akhirat, 

maka itu disebut shadaqah. Jika tujuannya untuk menumbuhkan kasih sayang dan memberikan 

balasan, maka disebut hadiah. Jika tidak ada tujuan khusus, maka disebut hibah atau pemberian. 

Imam Nawawi rohimahullah mengatakan bahwa hibah, hadiah, dan shadaqah sukarela 

adalah istilah-istilah yang memiliki makna serupa, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain 

tanpa meminta imbalan. Jika tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT 

dengan membantu seseorang yang membutuhkan, itu disebut shadaqah. Jika tujuannya adalah 

untuk menghormati seseorang dan menumbuhkan kasih sayang, itu disebut hadiah. Jika tidak 

ada tujuan khusus, itu disebut hibah (Islam, 2017). 

Di Indonesia, kegiatan promosi berhadiah, termasuk SMS berhadiah, diatur oleh 

beberapa undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan 

memastikan praktik bisnis yang adil dan transparan. Berikut adalah beberapa peraturan yang 

relevan: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Undang-undang ini mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha 

dalam rangka melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Beberapa pasal 

yang relevan dengan SMS berhadiah antara lain: 

a. Pasal 4:  Hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan   

jaminan barang dan/atau jasa. 

b. Pasal 7:  Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan 

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberikan penjelasan 

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 

c. Pasal10: Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu 

barang/jasa secara tidak benar, menyesatkan, atau membohongi. 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 

Peraturan ini memberikan kerangka kerja untuk pengawasan kegiatan bisnis dan 

promosi, memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi. Beberapa poin penting meliputi: 

a. Pasal 2: Pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen bertanggung jawab untuk 

mengawasi pelaksanaan undang-undang perlindungan konsumen. 

b. Pasal 6: Penyediaan informasi yang jelas dan benar mengenai promosi dan penjualan 

barang/jasa. 

 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/8/2012 

tentang Ketentuan Umum di Bidang Promosi 

Peraturan ini secara spesifik mengatur tentang kegiatan promosi termasuk promosi 

berhadiah. Beberapa poin penting meliputi: 
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a. Pasal 2: Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan promosi berhadiah wajib 

memastikan bahwa promosi tersebut tidak merugikan konsumen. 

b. Pasal 5: Informasi mengenai promosi berhadiah harus disampaikan dengan jelas dan 

lengkap, termasuk mekanisme pengundian, periode promosi, jumlah hadiah, dan cara 

pengambilan hadiah. 

c. Pasal 7: Pelaku usaha wajib menyediakan dokumentasi dan bukti pelaksanaan promosi 

untuk kepentingan pengawasan oleh pihak berwenang. 

 

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 

tentang Penyediaan dan Penggunaan Konten pada Layanan Jasa Pesan Singkat Premium dan 

Jasa Pesan Multimedia 

Peraturan ini mengatur tentang penyediaan layanan SMS berbayar dan konten 

premium, termasuk SMS berhadiah: 

a. Pasal 2: Penyedia layanan wajib memastikan bahwa konten yang ditawarkan tidak 

mengandung informasi yang menyesatkan. 

b. Pasal 3: Penyedia layanan wajib memberikan informasi yang jelas mengenai biaya yang 

dikenakan kepada konsumen. 

c. Pasal 5: Pengawasan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap 

pelaksanaan penyediaan layanan SMS premium. 

 

Dengan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip 

syariah, program SMS berhadiah dapat dilaksanakan dengan cara yang etis dan sesuai dengan 

hukum. Pelaku usaha perlu memastikan bahwa setiap aspek program mereka mematuhi regulasi 

ini untuk melindungi konsumen dan menjaga reputasi mereka.  

   

METODE  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian program SMS berhadiah dengan 

prinsip-prinsip syariah dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang akan digunakan 

mencakup beberapa langkah sistematis untuk memperoleh data dan menganalisisnya secara 

mendalam. Berikut adalah rincian metode yang akan digunakan: 

 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. 

Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman 

mendalam tentang konsep dan implementasi SMS berhadiah sesuai syariah serta persepsi dan 

pandangan dari berbagai pihak terkait. 

 

Sumber Data 

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. 

Data Primer ini adalah data ini akan diperoleh langsung dari responden melalui wawancara 

mendalam dan kuesioner. Responden akan mencakup ahli hukum Islam, ulama, praktisi bisnis 

dalam industri telekomunikasi, serta konsumen Muslim yang pernah berpartisipasi dalam 

program SMS berhadiah. Data Sekunder ini adalah data ini akan diperoleh dari literatur yang 

sudah ada seperti buku, artikel jurnal, fatwa, regulasi, dan dokumen lain yang relevan dengan 

topik penelitian. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara Mendalam: Wawancara akan dilakukan dengan ahli hukum Islam dan ulama 

untuk mendapatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah terkait transaksi dan 

promosi. Wawancara juga akan dilakukan dengan praktisi bisnis untuk mengetahui 
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bagaimana mereka mengimplementasikan program SMS berhadiah dan upaya mereka untuk 

mematuhi syariah. 

b. Kuesioner : Kuesioner akan disebarkan kepada konsumen Muslim untuk mengumpulkan 

data tentang persepsi mereka terhadap program SMS berhadiah. Kuesioner ini akan 

mencakup pertanyaan mengenai pengalaman mereka, transparansi informasi, dan 

kepercayaan terhadap program tersebut. 

c. Dokumentasi: Penelitian juga akan melibatkan pengumpulan dokumen seperti regulasi 

terkait, fatwa dari lembaga keagamaan, dan studi kasus perusahaan telekomunikasi yang 

telah mengimplementasikan program SMS berhadiah. 

 

Teknik Analisis Data 

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

komprehensif tentang kesesuaian program SMS berhadiah dengan prinsip-prinsip syariah, serta 

memberikan rekomendasi praktis bagi industri telekomunikasi dan pembuat kebijakan. Data 

yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif sebagai berikut: 

a. Analisis Konten: Teknik ini akan digunakan untuk menganalisis isi wawancara dan dokumen 

yang dikumpulkan. Analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi tema-tema utama 

dan prinsip-prinsip syariah yang relevan. 

b. Analisis Tematik: Data kualitatif dari wawancara dan kuesioner akan dianalisis untuk 

mengidentifikasi pola-pola tematik yang muncul, seperti elemen-elemen yang dianggap 

tidak sesuai dengan syariah dan alasan di balik persepsi konsumen. 

              

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Berdasarkan metode yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan 

utama terkait kesesuaian program SMS berhadiah dengan prinsip-prinsip syariah dalam 

perspektif hukum Islam. Berikut adalah rangkuman hasil penelitian: 

 

Prinsip-prinsip Syariah dalam Program SMS Berhadiah 

Wawancara dengan ahli hukum Islam dan ulama mengungkapkan beberapa prinsip 

kunci yang harus dipatuhi oleh program SMS berhadiah agar sesuai dengan syariah adalah 

sebagai berikut: 

a. Transparansi : Informasi mengenai syarat dan ketentuan harus disampaikan dengan jelas 

kepada peserta. Hal ini untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian). 

b. Keadilan : Setiap peserta harus memiliki kesempatan yang adil untuk memenangkan hadiah, 

menghindari praktik yang bersifat eksploitatif atau diskriminatif. 

c. Tidak Ada Unsur Maysir (Perjudian) :  Program tidak boleh mengandung unsur judi, di mana 

peserta diharuskan membayar untuk berpartisipasi dengan harapan menang hadiah yang 

bersifat spekulatif. 

 

Implementasi Praktis oleh Perusahaan Telekomunikasi 

Studi kasus pada beberapa perusahaan telekomunikasi menunjukkan bahwa meskipun 

ada upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, masih terdapat beberapa kendala yang 

dihadapi, sebagai berikut: 

a. Ketidakjelasan Biaya: Beberapa program masih mengenakan biaya tambahan yang tidak 

dijelaskan dengan baik, yang dapat dianggap sebagai bentuk riba. 

b. Mekanisme Pengundian: Beberapa mekanisme pengundian pemenang tidak sepenuhnya 

transparan, yang menimbulkan keraguan di antara peserta mengenai keadilan proses 

tersebut. 
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Persepsi Konsumen Muslim 

Tidak semua konsumen muslim mengetahui tentang SMS berhadiah ini.Hasil kuesioner 

menunjukkan bahwa banyak konsumen Muslim merasa skeptis terhadap program SMS 

berhadiah. Alasan utama meliputi: 

a. Kurangnya Transparansi : Konsumen merasa bahwa informasi mengenai syarat dan 

ketentuan seringkali tidak jelas atau disembunyikan. 

b. Ketidakadilan : Ada persepsi bahwa peluang untuk menang sering kali tidak adil, dan ada 

kekhawatiran bahwa beberapa program mungkin memanfaatkan peserta untuk keuntungan 

finansial tanpa memberikan peluang yang sebenarnya untuk menang. 

 

Fatwa dan Panduan Ulama 

Analisis terhadap fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga keagamaan 

lainnya mengindikasikan bahwa program SMS berhadiah dapat dianggap halal jika memenuhi 

syarat berikut: 

a. Tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. 

b. Informasi harus diberikan secara transparan dan lengkap. 

c. Tidak ada biaya tambahan yang tidak dijelaskan atau bersifat eksploitatif. 

 

Regulasi dan Kepatuhan Syariah 

Penelitian menunjukkan bahwa beberapa negara Muslim telah mengembangkan 

regulasi untuk memastikan bahwa semua bentuk promosi, termasuk SMS berhadiah, mematuhi 

prinsip-prinsip syariah. Regulasi ini mencakup: 

a. Pengawasan dan Audit Syariah: Perusahaan diwajibkan untuk menjalani audit syariah secara 

berkala untuk memastikan kepatuhan. 

b. Pedoman Praktis: Pemerintah atau lembaga terkait menyediakan pedoman yang jelas 

mengenai pelaksanaan promosi yang sesuai dengan syariah. 

  

Pembahasan 

Peningkatan Transparansi 

Perusahaan harus memastikan bahwa semua informasi terkait program SMS berhadiah 

disampaikan dengan jelas dan lengkap kepada peserta. Perusahaan harus memastikan bahwa 

semua informasi terkait program SMS berhadiah disampaikan dengan jelas dan lengkap kepada 

peserta agar program tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menekankan transparansi 

dan kejujuran. 

Pertama, perusahaan perlu menjelaskan mekanisme program secara rinci. Peserta harus 

memahami bagaimana program tersebut berfungsi, termasuk cara untuk berpartisipasi dan 

bagaimana pemenang dipilih. Informasi ini harus disampaikan dengan bahasa yang mudah 

dipahami agar tidak ada kebingungan di kalangan peserta. 

Selain itu, peluang menang harus dijelaskan secara jelas. Peserta perlu mengetahui 

peluang nyata mereka untuk menang, termasuk berapa banyak peserta yang diharapkan dan 

berapa banyak hadiah yang tersedia. Jika program serupa telah dilakukan sebelumnya, 

perusahaan dapat memberikan statistik atau data historis tentang jumlah pemenang dan hadiah 

yang telah diberikan untuk memberikan gambaran yang lebih konkret. 

Biaya yang terlibat dalam program juga harus dijelaskan secara transparan. Biaya SMS 

yang dikenakan untuk berpartisipasi, termasuk biaya tambahan jika ada, harus diinformasikan 

kepada peserta. Jika ada biaya lain yang mungkin dikenakan selama program berlangsung, hal 

ini juga harus disampaikan dengan jelas. 

Perusahaan juga harus memberikan informasi lengkap tentang jenis hadiah yang 

ditawarkan. Ini mencakup daftar hadiah, deskripsi masing-masing hadiah, nilai, dan jumlah 
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setiap hadiah. Selain itu, syarat dan ketentuan terkait hadiah, seperti masa berlaku dan cara 

pengambilan, harus dijelaskan. 

Syarat dan ketentuan program harus disediakan dalam bentuk tertulis yang mudah 

diakses oleh peserta. Poin-poin penting dari syarat dan ketentuan, termasuk hak dan kewajiban 

peserta serta perusahaan, harus disoroti untuk memastikan bahwa peserta memahami seluruh 

aturan yang berlaku. 

Prosedur pemilihan pemenang harus dijelaskan secara rinci. Ini termasuk proses 

pemilihan pemenang, metode yang digunakan (misalnya pengundian acak), dan waktu 

pengumuman pemenang. Peserta juga harus diinformasikan tentang cara dan waktu 

pengumuman pemenang serta bagaimana mereka dapat memverifikasi hasilnya. 

Kepatuhan syariah adalah aspek penting lainnya. Perusahaan harus memastikan bahwa 

program telah direview oleh ahli syariah atau badan pengawas syariah dan mematuhi prinsip-

prinsip ekonomi Islam. Jika memungkinkan, mendapatkan sertifikasi dari lembaga pengawas 

syariah yang diakui akan menambah kredibilitas program. 

Terakhir, perusahaan harus menyediakan saluran komunikasi yang jelas bagi peserta 

untuk mengajukan pertanyaan atau keluhan terkait program. Informasi kontak yang dapat 

dihubungi oleh peserta untuk mendapatkan klarifikasi atau informasi tambahan harus 

disediakan. 

Dengan memastikan semua informasi ini disampaikan dengan jelas dan lengkap, 

perusahaan dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata peserta, serta memastikan 

bahwa program berjalan dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

 

Audit Syariah  

Implementasi audit syariah secara berkala dapat membantu memastikan kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip syariah. Implementasi audit syariah secara berkala sangat penting 

dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam program SMS berhadiah. 

Audit syariah adalah proses peninjauan dan evaluasi yang dilakukan oleh ahli atau lembaga 

independen untuk memastikan bahwa semua aspek program mematuhi hukum dan prinsip-

prinsip syariah. 

Pertama-tama, audit syariah membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi 

risiko yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti unsur riba, gharar 

(ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Dengan melakukan audit secara berkala, perusahaan 

dapat mengidentifikasi masalah ini sejak dini dan mengambil tindakan korektif yang 

diperlukan. 

Selain itu, audit syariah juga memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas dalam 

program dilakukan secara transparan dan jujur. Ini mencakup pemeriksaan terhadap cara 

penyampaian informasi kepada peserta, mekanisme pemilihan pemenang, dan pelaksanaan 

syarat dan ketentuan program. Audit yang berkala memastikan bahwa tidak ada informasi yang 

disembunyikan atau disalahartikan kepada peserta, sehingga meningkatkan kepercayaan dan 

kredibilitas program di mata peserta. 

Audit syariah juga membantu memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan 

dalam program, termasuk hadiah, adalah halal dan sesuai dengan hukum Islam. Dengan 

demikian, audit ini berfungsi sebagai alat verifikasi untuk memastikan bahwa semua aspek 

program mematuhi aturan syariah, dari awal hingga akhir. 

Selain itu, audit syariah memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret kepada 

perusahaan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan audit dan dapat mencakup perubahan 

pada prosedur, penyesuaian dalam komunikasi dengan peserta, atau perbaikan dalam 

mekanisme pemilihan pemenang. Dengan mengikuti rekomendasi ini, perusahaan dapat terus 

meningkatkan kesesuaian program dengan prinsip-prinsip syariah. 
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Penting juga bahwa hasil audit syariah disosialisasikan kepada semua pemangku 

kepentingan, termasuk manajemen perusahaan dan peserta program. Transparansi dalam 

menyampaikan hasil audit menunjukkan komitmen perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip 

syariah dan terus memperbaiki program berdasarkan temuan audit. 

Secara keseluruhan, implementasi audit syariah secara berkala bukan hanya membantu 

memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga membangun kepercayaan 

dan transparansi dalam program. Dengan demikian, audit syariah adalah alat yang efektif untuk 

memastikan bahwa semua aspek program SMS berhadiah dijalankan sesuai dengan nilai-nilai 

Islam, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta dan perusahaan. 

 

Edukasi Konsumen 

Perusahaan perlu mengedukasi konsumen mengenai mekanisme program dan 

bagaimana program tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah. Perusahaan perlu mengedukasi 

konsumen mengenai mekanisme program dan bagaimana program tersebut mematuhi prinsip-

prinsip syariah untuk memastikan bahwa peserta memahami cara kerja program dan 

kepatuhannya terhadap nilai-nilai Islam. Pendidikan ini dimulai dengan menjelaskan secara 

rinci mekanisme program, termasuk langkah-langkah yang harus diikuti oleh peserta untuk 

berpartisipasi, proses pemilihan pemenang, dan waktu pengumuman hasil. Penjelasan ini harus 

disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menghindari kebingungan dan 

memastikan bahwa semua peserta memiliki pemahaman yang sama. 

Selain itu, penting untuk menjelaskan bagaimana program mematuhi prinsip-prinsip 

syariah. Perusahaan harus memberikan informasi tentang bagaimana program telah dirancang 

untuk menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Misalnya, 

perusahaan dapat menjelaskan bahwa biaya yang dikenakan untuk berpartisipasi dalam 

program adalah biaya yang wajar dan tidak mengandung unsur bunga. Selain itu, perusahaan 

perlu menjelaskan bahwa proses pemilihan pemenang dilakukan secara adil dan transparan, 

tanpa unsur penipuan atau ketidakpastian yang berlebihan. 

Perusahaan juga perlu menyampaikan bahwa program telah direview dan disetujui oleh 

ahli syariah atau badan pengawas syariah yang diakui. Informasi ini memberikan jaminan 

kepada peserta bahwa program tersebut telah mematuhi semua aturan dan prinsip syariah. Jika 

memungkinkan, perusahaan dapat menunjukkan sertifikasi atau rekomendasi dari lembaga 

pengawas syariah untuk menambah kredibilitas program. 

Dalam proses edukasi ini, perusahaan harus menyediakan berbagai saluran komunikasi 

untuk menyampaikan informasi, termasuk situs web, brosur, media sosial, dan layanan 

pelanggan. Materi edukasi harus mencakup penjelasan tentang biaya yang terlibat, jenis hadiah 

yang ditawarkan, syarat dan ketentuan program, serta hak dan kewajiban peserta. Dengan 

menyediakan informasi yang komprehensif dan mudah diakses, perusahaan dapat memastikan 

bahwa peserta memiliki pemahaman yang jelas tentang program dan kepatuhannya terhadap 

syariah. 

Selain itu, perusahaan harus siap menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi 

lebih lanjut kepada peserta yang membutuhkan. Layanan pelanggan yang responsif dan 

informatif sangat penting dalam proses ini. Dengan menyediakan saluran komunikasi yang jelas 

dan efektif, perusahaan dapat membantu peserta merasa lebih percaya diri dan nyaman dengan 

partisipasi mereka dalam program. 

Secara keseluruhan, mengedukasi konsumen mengenai mekanisme program dan 

kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah adalah langkah penting untuk memastikan 

transparansi, kejujuran, dan kepercayaan. Pendidikan yang efektif membantu peserta 

memahami cara kerja program, mengapa program tersebut sesuai dengan syariah, dan 

bagaimana mereka dapat berpartisipasi dengan keyakinan penuh bahwa program tersebut 

mematuhi nilai-nilai Islam. 
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Pengembangan Regulasi  

Pemerintah dan lembaga terkait harus mengembangkan regulasi yang lebih tegas dan 

menyediakan pedoman praktis untuk memastikan semua bentuk promosi sesuai dengan syariah. 

Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua 

bentuk promosi, termasuk program SMS berhadiah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Untuk mencapai ini, mereka harus mengembangkan regulasi yang lebih tegas dan menyediakan 

pedoman praktis yang jelas dan dapat diimplementasikan oleh perusahaan. 

Pertama, regulasi yang lebih tegas diperlukan untuk menetapkan standar yang jelas 

mengenai bagaimana program promosi harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Regulasi ini harus mencakup aspek-aspek seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar 

(ketidakpastian), dan maisir (perjudian), serta memastikan bahwa semua transaksi dilakukan 

dengan transparansi dan kejujuran. Regulasi ini juga harus menetapkan sanksi bagi perusahaan 

yang melanggar aturan, sehingga ada efek jera yang kuat untuk memastikan kepatuhan. 

Selain regulasi yang lebih tegas, pemerintah dan lembaga terkait juga harus 

menyediakan pedoman praktis yang dapat membantu perusahaan dalam merancang dan 

menjalankan program promosi yang sesuai dengan syariah. Pedoman ini harus mencakup 

langkah-langkah konkret yang harus diikuti oleh perusahaan, seperti bagaimana 

mengidentifikasi dan menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah, cara menyampaikan 

informasi kepada konsumen secara transparan, dan bagaimana melibatkan ahli syariah dalam 

proses peninjauan dan persetujuan program. 

Pedoman praktis ini juga harus mencakup contoh-contoh kasus dan studi yang dapat 

dijadikan referensi oleh perusahaan. Dengan menyediakan contoh nyata, perusahaan dapat 

lebih mudah memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks 

bisnis mereka. Pedoman ini juga harus diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan terbaru dalam praktik bisnis dan teknologi. 

Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait harus mengadakan program pelatihan dan 

sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman perusahaan tentang pentingnya kepatuhan terhadap 

prinsip-prinsip syariah. Pelatihan ini dapat mencakup topik-topik seperti dasar-dasar ekonomi 

Islam, praktik bisnis syariah, dan cara mengimplementasikan regulasi syariah dalam bisnis 

sehari-hari. Dengan pelatihan yang tepat, perusahaan dapat lebih siap untuk mematuhi regulasi 

dan pedoman yang telah ditetapkan. 

Pemerintah dan lembaga terkait juga harus berkolaborasi dengan lembaga keuangan 

syariah, ulama, dan akademisi untuk memastikan bahwa regulasi dan pedoman yang 

dikembangkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah dan dapat diterapkan secara 

efektif dalam praktik bisnis. Kolaborasi ini dapat menghasilkan regulasi dan pedoman yang 

lebih komprehensif dan dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan. 

Secara keseluruhan, pengembangan regulasi yang lebih tegas dan penyediaan pedoman 

praktis oleh pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan bahwa semua 

bentuk promosi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Langkah-langkah ini tidak hanya 

membantu perusahaan dalam mematuhi syariah, tetapi juga melindungi konsumen dan menjaga 

integritas pasar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program SMS berhadiah dapat dijalankan 

dengan lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen Muslim. 

  

SIMPULAN  

Kesimpulannya, untuk memastikan semua bentuk promosi sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah, peran pemerintah dan lembaga terkait sangat krusial. Mereka harus 

mengembangkan regulasi yang lebih tegas dan menyediakan pedoman praktis yang jelas. 
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Regulasi ini harus menetapkan standar yang jelas tentang bagaimana program promosi harus 

dijalankan, melarang unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah seperti riba, gharar, dan 

maisir, serta memastikan transparansi dan kejujuran dalam semua transaksi. Selain itu, 

pedoman praktis harus membantu perusahaan dalam merancang dan menjalankan program 

sesuai syariah, dengan contoh-contoh konkret dan langkah-langkah implementasi yang jelas. 

Pelatihan dan sosialisasi juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman perusahaan tentang 

kepatuhan terhadap syariah. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, ulama, dan 

akademisi, regulasi dan pedoman yang dikembangkan akan lebih komprehensif dan efektif, 

sehingga menjaga integritas pasar dan melindungi konsumen sesuai dengan nilai-nilai Islam. 
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